Menimbang

Mengingat

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264
ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2020;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan  Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.Undang-Undang...



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817) ;

9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

12.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14 .Peraturan...



14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 465);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun
2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
0209);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun
2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 09) ;

19.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Tahun 2009 Nomor 12);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran
Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomorll,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang
Nomorl611);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 662);

22.Peraturan...



Menetapkan

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019
Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tangerang Nomor 0119);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN
2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud :
1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tangerang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur  pembantu  Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian
Dalam Negeri, Inspektorat provinsi dan Inspektorat
kabupaten /kota.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut BAPPEDA adalah unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan
tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan
mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

9.Rencana...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005 - 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP
Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah
yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum dan program
satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja
perangkat daerah dan program kewilayahan.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah
Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara
minimal.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2...



Pasal 2

RKPD disusun dengan maksud sebagai kerangka acuan
bagi PD dalam mengarahkan kegiatan atau rencana
kerjanya pada pencapaian target Tahun 2020 dalam rangka
mewujudkan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD
Kabupaten Tangerang, RPJMD  Provinsi, Prioritas
Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi
Daerah dan Rencana Kerja Dan Pendanaan Untuk Batas
Waktu 1 (Satu) Tahun.

Pasal 3

RKPD disusun dengan tujuan :

a. sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja PD dan
mengukur tingkat capaian kinerja tahunan Pemerintah
Daerah yang merupakan akumulasi dari pencapaian
kinerja PD;

b. sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum
APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta
rancangan APBD Tahun Anggaran Tahun 2020;

c. sebagai alat kontrol stakeholder dalam menilai kinerja
Pemerintah Daerah didalam perencanaan;

d. sebagai dokumen yang mengawal upaya pencapaian Visi
dan Misi Kabupaten Tangerang;

e. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian
dan pengawasan keuangan daerah;

f. sebagai upaya didalam mewujudkan integrasi,
sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi
pemerintahan, maupun antar tingkat pemerintahan.

BAB II
RKPD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020

Pasal 4

(1)RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020 merupakan
tahun kedua RPJM Kabupaten Tangerang Tahun 2019-
2023 yang akan memuat Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(2JRKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Tangerang Untuk 1 (satu) Tahun yang dimulai pada
tanggal 1 Januari Tahun 2020 dan Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020.

(3)RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020 adalah
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 yang dapat
disesuaikan setelah penetapan RPJMD.

(4)Sistematika...
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(4) Sistematika RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai
berikut.

BAB I PENDAHULUAN.

BAB II EVALUASI HASIL  PELAKSANAAN
RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN
PRIORITAS KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2020.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB VII PENUTUP.

(5) Uraian RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Program dan kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak
tertuang dalam RKPD Tahun 2020, dapat dimasukkan
dalam RAPBD Tahun Anggaran 2020 sepanjang
mendapatkan persetujuan dari Bupati dan DPRD, dan akan
dituangkan ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun  berjalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana
program dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
tahun berjalan; dan/atau

C.keadaan...
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c. keadaan darurat dan keadaan luar  Dbiasa
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.

(3) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang
Perubahan RKPD Kabupaten kepada  Gubernur
bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD kabupaten Tahun
2020.

Pasal 7

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAPORAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang membuat
laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan
rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang
keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing
program dan kegiatan.

(2)Laporan sebagaimana dalam ayat (1), disampaikan
kepada Kepala BAPPEDA paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.

(3)Laporan  kinerja menjadi masukan dan bahan
pertimbangan bagi analis dan evaluasi usulan
anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh
Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 9

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah
kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat
Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2020.

Pasal 10

(1) Bupati melalui BAPEDDA melakukan pengendalian dan
evaluasi RKPD Tahun 2020.

(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2020
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pengendalian kebijakan, dilakukan untuk menjamin
bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan
tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi,
arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan
program PD yang ditetapkan dalam RPJMD, RKPD
Tahun 2020 dan program strategis nasional,;

b.pengendalian...
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b. pengendalian pelaksanaan, dilakukan untuk
menjamin prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta
indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD
telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA
dan PPAS sebagai landasan penyusunan RAPBD
Tahun 2020; dan

c. evaluasi hasil, dilaksanakan untuk menilai daya
serap, capaian target kinerja program/kegiatan
mencakup masukan, keluaran dan hasil yang telah
ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2020.

(3) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan
penyusunan RKPD Tahun 2020.

(4) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan
penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2020.

(5) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan
pada Tahun 2020.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 2 Juli 2019

BUPATI TANGERANG,

Ttd
A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 2 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 28
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